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Abstrak
 

Secara universal pada dekade ini penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia semakin

tinggi, namun pada ruang lingkup yang kecil (sistem peradilan pidana) masih terdapat pihak yang belum

diperhatikan kedudukan dan peranannya, yaitu korban tindak pidana kejahatan. Korban tindak pidana

kejahatan konvensional pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana,

sebagaimana yang dirumuskan secara konstitusional dalam Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945, secara

idiologis tercermin dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dan secara moral terumuskan dalam Declaration

of Human Rights, Declaration o f Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power dan

International Covenant on Civil and Political Rights. Namun secara yuridis-formal kedudukan dan peranan

korban tindak pidana kejahatan masih belum diperhatikan secara optimal, bahkan para ilmuwan Hukum

Pidana dan Kriminologi secara sinis mengatakan, bahwa korban tindak pidana kejahatan  merupakan pihak

yang terlupakan. Perundang-undangan pidana Indonesia (KUHP dan KUHAP) lebih banyak mengatur

kepentingan hukum tersangka/terdakwa dan fungsionalisasi tanggungjawab aparat peradilan pidana.

Kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai

pelapor/pengadu dan saksi. Kepentingan hukumnya sebagai pihak yang dirugikan (pencari keadilan) hanya

terumuskan dalam Pasal 14 c KUHP dan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, itu pun tidak pernah terealisasi. Ada

suatu kondisioning yang berpengaruh terhadap kondisi korban tindak pidana kejahatan, yaitu pertama,

perundang-undangan yang belum jelas dan tegas, meskipun ada indikasi diperhatikannya korban tindak

pidana kejahatan dalam Konsep Rancangan KUHP 1987/1988, namun masih perlu dilakukan reorientasi,

reevaluasi dan reformasi terhadap hukum formil (KUHAP). Kedua, belum optimalnya realisasi tanggung

jawab hukum dan moral aparat peradilan pidana terhadap upaya pemulihan penderitaan korban tindak

pidana kejahatan. Ketiga, masih rendahnya partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun secara

kolektif. Akibatnya dengan kondisi tersebut diperlukan pembaharuan hukum melalui kebijakan hukum

pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai hukum dan

keadilan.
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